PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

GANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 11 TAHUN 2003

;. TENTANG
RETRISUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN,
SERTA PEMERIKSAAN ALAT UKUR/TAKARAN,
TIMBANGAN DAN PERALATANNYA

BISHMILLAHIERAHMANIRRARIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang :

babws dalam rangka peningkatan Pendapaten Asl Gasrah (PAD) disektor
Perindustrian dan Perdagangan, sers dalam rangks penyslenggaraan -
vionomi dagrah dipandang perfu uniuk mengatur hesamya Retribust izin
usaha industl dan perdagangan seria pemeriksaan aiat ukur / takaran,
timbangan dan peralatannya dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

babwa untuk maksud tersebul perfu diatur dan dtetapkan datam suatu
qanun.

Wiergingat :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal:




2. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran degara Republik Indanesia Tahun 1981 Momar 76, Tambahan
Lambaran Negara Repuiik Indonesia Nomor 3258}

3. Undang-Uisdang Momor 3 Tahun 1982 tentang Wajin DaRar Perugahazn;

4, Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1987 tentang Perindustriar;

5, Undang-Undang Nomer 22 Tabun 1999 fentang Pemerinizhan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 1999 Nomor 60, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Memor 3833

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perimbangan Kauangan

antara Femefintan Pusat dan Dserah (Lembaran Negara Republik Inde-
nesiz Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lemberan Negera Republic inda-
nesia Nomor 2848)

7, Undang-tindang Momar 44 Tahun 1883 lenlang Penyelsnggaraan
Kaistimewzsn Dagrah Isimewa Aceh (Lembaran Negara Sepublik ind
negia Tahar 1599 Namor 172, Tambahan Lambaran Negara Sepubli
donesia Nomar 3883);

. Undarn-Undeng NMemor 34 Tahun 2000 tentang Perubahar &8s Undang- |
undang Mome: 18 iaiwe: 1587 isnlung Fejek dan Astribugl Dasrah
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2000 Nemar 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik indenasia Nomer 4048);

W

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 temang Otonomi ihusus bagi
Fropins! Daerah Istimewa Aceh sebagai Provipsl Nanggroe Aceh
Dartssalam {Lembaran Megara Republik Indanesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Hepubli Indonesla Momaor £134);

2

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Baral Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kahupeien Aoeh Jayz, Kabupatan
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggros Acel
Darussalam {Letbaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2002 Nomar
17, Tambahan Lembarar: Negata Repubilk ndonesla Momar 4178%

. Peraturan Pametintai Momor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan teb
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Nermor 3208);

Peraturan Pemerinlari Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawenangao

Dan nangan Propinst sebagal Daerah Cionom (Lembaran
lonesia Tahupn 2064 Memer 172, Tembahan Lem;
i BE3A;

aturan Pemarintah Momer 88 Tahun 2001 tentang Ratribusi Dassah
r ra Republik Indoassiz Tahun 2091 Nomeor 7119, Tambahan
ara Nomor 4133);

. Kaputusari Prasiden Nomar 44 Tahun 1999 taisang Tehnik Penyusuenan
Faraturan Peandang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Feraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presidan
{l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momear ..

. Keputusan Merter Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1966 fertang Katenfuan
Umtim Penyidikc Mengens! Penyidik Pegawat Negari Sipll dlfingkungen
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Meger Nomor 4 Tahun 1097
tentang Penyidlk Pegawai Nageri sini[duing;mnqan Pomerintah Daerafy

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1857 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Dasrah;

. Kepuiusan Mentari Dalam Negan Momar 175 Tahun 1967 tentang Pedomen
Tata Cara Pemeriisaan dibldang Retribusi Dasraty;

. Keputusan Menterl Perindustrian dan Pen Repubiik Indonesia
= Nnmui 12/MPP/KEP/10/1538 jo Nomor 327/MPP/KEP/7/1989 tentang
Penyelenggaraan Wajib Daflar Perusahaan;

. Keputugan Menterd Ferindustrian dan Perdagangan Nomor S89/MPPKER/
10/1939 lentang Penstapan Jenis-Jenis Industrl Datam Pembinasa masing-
masing Direltorat Jenderal dan Kewenangan Pembarian fzin di Eidang
Industil dan Ferdagangan di Linglungan Perindustrian dan Perdagangan;
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1

rai Perindiisty Pasciagangen Homor SOUMPP ke, |
10/1895 terdang Keteniuan dan Taia Cara Pemborian [2in Usaha Indugiy”
dan Izé Pertugsan dan Tanda Dattar Idustd; i

21, ter Perirdustrian dan P 1 Narmor SOT/MPPKER |
16/1992 tentang Ketentuan dan Tatz Cara Pembsrian jzin Usahy |
Perdagangan;

22, Keputusan Menteri Parindustrian dan Perdagangan Nomor TBMPPKER)
32001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimat (PSPM) Bidang
Perindustrian dan Perdagangan;

22, Kepuiusan Mentsi Dalars Megeri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Teknik
Penyisunan dan Materi Muatan Produk-produk Huum Dasrah:

24, Keputusan Gubemur Prowinsi Manggros Aceh Daussalam Nomor 09 Tahuy
2003 ientang Pesyeragaman Penyebitan Peraturan Daerah marad]
Qanun (Lembaran Daeralh Provinsi Nenggroe Aceh Darussalem Tahun
2003 Marmor & Seri E Momer 5).

Denaan Persetuiuan Bersams,
DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSHAN

Menetaphan :

QANUR KADUPSTEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSS [ZIN USAHA
INDUSTRI DAN PEADAGANGAN DAN FPEMERIKSAAN ALAT UKUR/
TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERALATANNYA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

g

Palam Qanun ini yang dimaksut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. F i Daerah adatah i Perangkat Daerah Otonom yang

- lain sebagai Badan Eksekutll Daerah;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Dinas Kapsrasi, Perindusttian dan Perdagangan adatah Dinas Koperas|,

L dan dan F Aceh Tamiang;

Pejzbat adalah Pegawai yang dibert tugas tertentu dibidang Ratribisi

Dasrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak;

Ratibusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan

Daarah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disedizkan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan erang pribadi ateu badan;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Aetribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi

atau baden yang dimaksud untuk pembinasn, pengaturan, pengendafian

dan pengawasan atas kegialan psmardaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atas fasililas tertentu guna

melindungi i dan menjaga i H

Retribus! dasa Usaha adalah Retribusi ates jasa yang dissdiakan cleh

Pemedniah Dasrah dengan menganut prinsip karnersial karena pata

dasamya dapat pula disediakan olsh sekior swasta;

Wi Fetribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peretiran

perirdang: Rstribusi i tk K pembayaran

retribusi;

Nasa Retribizi adaiah suall jangka waktu tedsnty yangmerupakan baias

waktu terteritu bagi walb retribusi unfuk memanfaatkan Izin Ussha Industri

dan Perdagangan den pemakalan Alat Uk Takaras, Timbangan dan

Paralatannya (UTTP);

- Surat Pendafiaran Objek Retribusi Deerah yang seianjutnya disingiat
SPDORD adalah sural yang digunakan aleh wajib retribusi melaporkan
data obfek ratribusi dan wajib retribusi sebagal dasar perhitungan dan
pembayaran-pembisyaran’ retrbusi yang terhlang menurut peraturan
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perundang-undangan Retribusi Dasrah;

12. Surat Kelelapan Retribusi Dasrah yang sslanjuinga disingkat SKAD arajey
Surat Keputusan yang mensitukan besamya jumlah Fotribusi yang
terhutang;

13, Surat Kelerangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjulnya disingkat SKADKET adalah Sural Kepuiusan yang meneniukan
tambanan atas jumiah retribusi yang lefah dietapken;

. Surat #2tetapan Astribus: Dasrss Bayar yang salanjusiya disingkat
SKADLE adalah suaty Keputusan yang menentukan jumiah Kelsbiran
pembayaran Tetribusi karena jumlah kredit ratriousi lebin besar darf paga
relrbusi yang terhutang atau tdak seharusnya terhutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Dasrah yang sefanjulnya disingkat STRD adatah
surat untuk melakulan lagihan ratibusi dan atau sanksi administrasiberupa
bunga stau denda;

16, Surat Kepulusan Keberatan adalah Surat Keputusan ateu Keberalan
tarhadap SKAD ateu dokumen lain yang dipersamatan SKRDKBT dan
SKROLB yang diaiukan oleh wajih refribust;

17. Penyidik Tindak Pidana dibidanp Retribusi Dasrah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidix Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut penyidik untuk me-can aeﬂa mengumpuikan bust
dangan hukti s dapat membus! tindak mdang Relribusi Dasrah
yafi &rj2d serta menemukan terszng!

18, BseyaAdnLrwa.ﬂWaﬁnDaﬂarFemss’nqny;-\gn;s:ngﬂa(denganﬂhwnP

diajukan uriuk mer ya

10, Py e adalah setiap yang didirfkannya dapat memrn-
bulkan gangguan {HO) dan atau penusaliaan yang barusaha dibidang’

instajator, dan jasa

. konsultasi dan perusahzan yang tidak menimbutkan gangguan (hon HO).

BAB I
RAKA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retdbusi Ini disobut Retribusi izin Usaha Industd dan Perdagangan serta
Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangzn dan Peralatannya dipungist retribusi

sebagal permbayaran atas lzin Usaha industri dan Pardagangan serls
Pemettksaan Alat UkurTakaran, Timbangan dan Paralatannya.
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Pasal 3

lbjek Retribusi adalsh Pomberizn lzin Usaha Industri dan Perdagangan seria
ya teraftera ulang Alat Ukur Takaran, Tienbangan dan Peralatannya (UTTP).

BAB I
DABAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasai 4

bjek Aetribusi adalah orang atau baden usaha yang bergarak dibidang usaha

rindustrian dan ds 1 serta yang Alat Ukur/Takaran,
mbangan dan Paralataringa (UTTP),
BAB vV
GOLONGAM RETRIBUSI
Pasal 5

Btribus zin Useha Industr, dan Pordagangan serta Pemariksaan Alat Ukur/
pharan, Timbangan dan Peralatannya digolongkan sebagal ratribusi perzinan
ftontu dan Retribusi Jasa Usaha.

BABV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 1ZIN INDUSTRI
PERDAGANGAN DAN ALAT UKUR TAKARAN, TIMBANGAN DAN
PERALATANNYA (UTTP) SERTA MASA BERLAKUNYA

Pasal§
I} Tingkat Pembayaran Retriusi lzin Usaha indust dan Perdzgangan diukur
berdasarkan Jenis pelayanan izin.

) Izin Usaha Industri diberikan selama 5 (fma) tahun dan izin usaha
Perdagangan diberikan selama & {tiga) tahun sempai dangan 5 (fima) tahun
dan dapal diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan khusus untuk.
alal UTTP solama 1 (satu) tahun sekall,
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BAB VI

PRINSIP DAN SASARAR DALAM PEHETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsipd; 1dalam dan
Retribusi didasarkan pada tjuan pembinaan usammduswperdagangan
dan penyelerggaraar teratera vlang alat ukuran takaran timbangan dan
dan Biaya i Wajit: Daftar {BAWDP)
Bidang Industii dan Perdagangan.

%

BAB Vil
STAUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pasal 8

(1) Strukbur Tari Biaya pelayanan izin yang dikenakan dalam pelayanan izin
Perusahaan yang bergerak dibidang Indusri den Perdagangan.

NO JENIS IZIN USAHA BIAYARETRIBUSI KET

|. Tanda Daftar industri {TDI)
1. invesiesi Ap. 5 Juta s/d Rp. 50 Juta. Rp. 10,000
2. Investasi Ap. 51 Juta sid Ap, 100 Juta  Rp. 15.000
3. Investas] Rp. 101 Juta &/d 200 Jula. Rp. 25000
4. kzin Usaha Industr (UT)

Investast Rp. 201 Jitasid Ap 1M Ap. 50.000
Surat [zin Usaha Perdagangan (SIUF)
1. Perusahaan Kagil (FX) Rp. 25.000
2. Peruszhaan Manengah (P4) Bo. 50000
8, Perusahaan Besar {PH) Rg. 150000

11k, Surat Keterangan Asat (SKA)
Untuk Exportic Ap. 15.000/sst
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AFTAR BIAYA TERA DAN TEAA ULANG BAG! ALAT/UKUR TAKARAN,
TIMBANGAN DAN PERALATANNYA (UTTP)

0. JENIS UTTP RENCANA BIAYA TERA
. Ukuran Panjang Rp. 4000
1. Takaran: -Kering1s/d 5 litar Rp. 2.000
B 6 s/d 10 fiter Rp. 4000
-Basah 1 8/d & liter Rp.  2.000
€ </d 10 liter RAp.  4.000
. Pemaras Ap. 2000
Anak Timbangan E
- Biasa/bi Ap. 2000
- Halus/bij Rp. 3000
- Mg/set Rp. 5000
. Timbangan Certisimal 360 dan 500 kg Rp. 8000
. Timbangan Meja 5 dan 10 kg Rp. 4000
. Timbangan
- Dadin 10'kg/25 kg Rp.  4.000
- Dacin 50 kg Ap. 6000
- Dacin 110 kg Rp. 10.000
i. Timbangan
- Pagas 10 kg Fp. 10.000
- Pegas 25 kg Rp. 15000
- Pegas 50 kg Rp. 25000
. Timbangan Kwadran Bp.  4.000
imbangan
- Gapat 25 kg Rp.  8.000
! - Gapat 50 kg Rp. 12.000
1. Timbangan
& - Bobot Ingsut 25 kg RAp. 5000
- Bohot Ingsut 50 kg Rp.  BO0OO
- Bobot Ingswui 250 kg fp. 12,000
Neracs Biasa Rp. 4000
Naraga Halus
- Emas Fp. 15.000
- Obat Fp. 15.000
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14, Timbangan Elekironik Rp. 15000

15, Timbangan Jembatan/BRi 20 Ton Rp. 150,000
16. Pompa Ukur BBR Ap. 50.000
17, Tangki Ukur Mabi
- 12 TonM6 Ten Po. 75000
- 10 Ton Fp. 50000
-5%on Rp. 25000
18, KWH Meter
-1 Pase . Ap.  6.000
-3 Page Fp. 10.000
19, Tengki Ukur Tetap 10-30 Ton Rp. 155.000

{wajih lera ulang 5 tahun sakali}

BAB Vit
BIAYA TARA DAN TERA ULANG ALAT UTTP
Pasal 9

Biaya Tara dan Tera Ulang Alal UTTP dapat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Befanja Daerah (APED) Kabupaten Aceh Tamiang,

BAB iX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pesal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah ternpat izin usaha atas dokumen
Yang diberikan olei Dinas Koparast Perindustrian dan Pardagangan.

BAE X
HMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11 '

(1) Masa Retibusi izin industriPerdagangan Alat UkurTekaran, Timbangan
danPeratatannya (UTTP) adalahlengka waktu yang lamenya { (saty) tatun
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Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat dimmnkann_ya Surat
Kefatapan Retribusi Dagrah (SKRD) atau dokumen lain yang diper-
" samakan.

BAB X1
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dasrah
(SPDORG). -

2} Surat Pendallaran Objok Fatribusi Daerah (SPDORD) sebagaimars
dimaksud pada ayat {1} harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta.
ditandatangani oleh Wajib Retribus atau Kuasanya.
3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran
Objek Aetribusi Daerah (SPDORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xt

PENETAPAN RETRIBUSE
Pasal 13

1) B Doki by y .:,mmksuddalampasaniayat
1 p Retribusi yang terhi g dengan manecbitkan Surat
Ketelapan Retribusi Dasrah (SKAD) atau Jenis lain yang dipersamakan,

B) Apabila b r atau data
Yang semilla belum p yang e 12n juinlzh
Retribusl yang terutang maka dikeluarkan Sural Keterangan Retribusi
Dasrah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

)} Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan Dokumen lain vang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan oleh Bupali.




BAB XN
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
{1} Pemungulan Retibusi fidak dapat diborongkan.
{2) Retribus] dipungut dengan penggunaan Surat Keletapan Retribusi Dzaray
{SKAD) atau Dokuiien yang diparsamakan den atau Surat Ketetapan
Retnbusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan (SKEDKBT)
BAB XIv
SANKS| ADMINISTRASI
Pasal15
Datam hai Wajib Retribusi fidak membayar lepat pada wektunya atau kurang
i sanksi Adtminis berupa denda sebesar 2% (dua

persen}. Sotiap bulan dari Retrbusi yang terhulang atay Kurang bayar dan
ditaghh dengan menggunakan Surat Tagihan Aetribusi Daeral (ST(ID].

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
{1) Pembayaran Relribusi yang terhutang harus dilunasi sakaligus;
{2} Retribusiyang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (iima belas) har
sejak dileibitkan Surat Keletapan Relribusi Daeral (SKRD} atay Dokumen

lainyang 1 apan Ratribusi Daerah Kurang
Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Tagihan Retriliusi Daerah (STRDY;

(3} Tatacara pembayaran, . lempat pembs; n di diatur
dengan Keputusan Bupati.
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BAB Xvi
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

FRetribi ibusi Daerah (SKRD)
atau Dokumen !amysra dipersamakan dengan Surat Keterangan Aefrfusi
Daerah Kurang Bayar Tamhahan (SKFtDKET\ Surat Taghan He{r-.,uy
Dasrah (STRO} dan Surat

Retribusi yang harus dibayar bertembah, yang I:dak nta.: kurang :ﬁmyar
oleh Wajib Retribusi dapat ditagin metalui Surat Teguran/Peringatan atau
slirat sejenis.

Penaglhan Retribusi melakil Surat iaguraanomgaean alay surat sefenis

gan yang berlaku.
BAB XVil
KEBERATAN
Paszal 18
Wajib Retribust Bupali aiau Pejabaty

atas Surat Ketetapan Rebribsi Daeran (SKAO) ataw dokumen lain vang rfu:er—
samakan, Sural Keisiapas Relibusi Daeran Kurang Bayar Tambahan
{SKRDKBT), dan Surat Ketstapen Retrbus| Dasrah Lebi Bayar (SKHDLE).

Keberalen diafukan secara tertvlis dalam bahasa Indonesia denigan disertal
alasan-alasan yang jelas.
Dalarm hal Waflb Retrib keberatan atau Retribust,

- Walib Retribusi harus membukiikan ketidakbenzran ketetzpan Retribusi.

Keheralan harus diajukan dalam janoka wakiu paling lama 2 (dua) bufan
sejak tanggal SKAD atau Dokumen Lein yeng dipersamakan, Surat
Ketetanan Retrbus Daersh Kureng Bayar Tambahan (SKRDKET) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLEB) diterbitkan, kecuah
‘apabiia Wallb Relribusi lerientu depat mengajukan bahwa jangka wekiu
itu dapat digenubi karena kedafam diluar kekuasaar.
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{5) Keberatan yang fidak i hagalmana dimaksud pada,
ayat (2) dan (3) tidak dzangg:m sebagal Sural Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(8} Pengajuan Keberalan lidak menunda kewsajiban mombayar Retribusi dan
palaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 18
(1) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 8 (enam) bulan sejak tanggat Suray
Keberatan diferima haius memberi Keputusan atas keberatan yang
diajukan.

{2) Keputusan Bupali a!as keberatan dapat berupa renerima seiurlhnya ata
sebagian, menolak, atas besarnya Retribusi yang terhutang.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimeksud pada ayat (1) tslah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu kepuiusan ksberatan yang diajukan
tarsebut dianagap dikabuikan.

BAB XVIll
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Atas kelsbihan pembayaran Retribusi, Wajlh He\nbus-dapatmngajukan
permohonan pengembatizn kepada Bupali,

{2) Bupati dslam }angka waktu paling lama E (eqam) butan sejak ditarimanya
bayaran F dimaksud pada
ayau {satu), harus memberikan keputusan.

(3} Apabilaj; wakiy f :vat{z' 4ah dilamg
dan Bupai fidak ual keput,
Kelebihan Retibusi dianggep dkebulkas dan SKADLE hanss dierbitkan
dalari jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan.
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Apabila Wajib Refribusi mompunyai hutang retribusi Tainnya, kelshihan
pembayaran relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi tedebih dahuly hetang retribusi fersebut.

Pengembalian kelebihan ratribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilekukan dalam jangka wakiu pafing lama 2 {dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLS.

BAB XIX
| PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pombebasan
Retribusi;
Pemberiar i 1R 4 i dimaksud

pada ayat (1} dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara
fain untuk mengangsur.

Pambebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
dibarikan pada Wajib Fietibusi Industri Kecil dan Menengah.

Tata iy Retrity

dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

) Hak untuk busi, i
jangka wakiu 3 (tiga) tahun Mmmg sejak saat terhutangnya Retribusi,
Wajib F tindak pidana dibidang Retribusl.

) Kadaluarsa Penagihan Retribusi schagaimana dimaksud pada ayat {1)

tartangguh apabila : :
a. Diterbitkan surat teguran.
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b. Ada pengakuan hutang Retribusi dart wjib fetribusi Baik langsyy
maupun lidak langsung; ]

Pasal 23 s |

(1) Permohonan pengambakian kelebinan p Fatribusi diajukan )
<cara tertulis kepada Bupali dengan sekurang-kurangnya menyebitiarn, .
a. Nama dan alemat Waijit Refribusi -
b. Masa Retribusi;
©. Besamya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

{2} Permahonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaika,
secara langsung atau melalui pos tercatal;

(3) Bukli penerimazan oleh Pejabat Dacrah atau buMi pengiriman pos tercats
Merupakan bukti saat Penmohonan diterima olsh Bupati,

Pasal 24

(1) Pengembalian keleblhan Retribusi dilakukan dengan Sural Perintat
membayar kelobihan Relribusi

12) Apabifa kelebihan pembayaran Retribusi dipertitungkan dengan hutang
Aetribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayal {4
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukt
pemindahan buku yang beriaku sebagai bukli pembayaran.

BAB XXI
KETENTUAN PIDARA
Pasal 25
(1) Wajib Retbusi yang tidak melak Kewiaji sehingga mengh

kan keuangan dasrah diancam pidanakurungan paling lama 6 {enam|
blan atau danda pafing banyak 4 {smpat) kall jumiah Retribus] terhilung

@) Tfr;dak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1} adalah Tindak Pidans
Pelanggaran.
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BAB Xxil
PENYIDIKAN
Pasal 26

1) Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertenty difingkungan Pemeriniah Daerah
diberi wewenang khusus sebagel penyidik untuk melzkukan panyidikan
findak pidana dibidang Retribusi Dasrah sebagalmana dimaksud datam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1381 tentang Hukum Acarz Pidana.

(2) Wewenang penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah :

a ima, mencari, dan menekti kel 1 alay
iaporan berkenaan dangan Tindak Pidana dibidzng Retribusi Daerah
agar keferangan atau laporan tersebut menjadi isngkap atau jelas;
Menelitl, mencari dan mengumpulkan keterangan menganal orang
Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dlakukan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerat; |
Mominta keterangan dan bahan bukti dari arang pribadi atau badan

sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dasrah;

d. fkser buidi-bukli, catat ~dan dok dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dasrah; .

. Metakukan penggetedahan uniuk mendapat bahan bukll pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhardap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga shil dalam rangka pelzksansan tugas

penyidikan Tindak Pidana dibldang Retibust Daeran;

Menyuruh herhenti dan atau metarang seseorang meninggalkan

fuangan atau tempat pada saat pemeriksasn sedang berlangsung dan

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa schagaimans dimaksud

pada huruf ¢; .

Mematret seseorang yang barkajtan dengan Tindak Pidana Aatribusi

Dasrah;

Memanogil orang untuk didangar keteranganays dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

Mehghentikan panyidikan;

Melake ¥ yang kelancaran penyidilan Tindak

Pidana dibidany Retrbusi Daerah menurut hukum yang dapat dipar-

tanggungiawabkan.
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(3) Penyidik sebagai i ayat(1) il o iy,
penyidikan dan m ikan hasil penyi ya kepada Penungy
Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalafm Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXi#l
KETENTUAN PENUTUP
o Pasat 27

Dengan b_eﬂaitunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang berdentangan
dengan Qanun ini dinyataken tidak berdaky lagl.

Pasal 28

Hal-hat yang belum diatur dalam Qanun ird, sepanjarg mengenai peraturan
pelaksanaannya akan diatur lebit lanjut dengan Keputysan Bupali.

Pasal 20
Qanun ini . perfaku pad- anggal diundangkan,
Agar sipaya setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan panempatannya dalam Lembaran Dasiah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkandi : Kerang Baru
21 November 2003 b

Pada tanggai :
26 Ramadhan 1424H

P]. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF
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bundangkan di Karang Baru

22 November 2003 M

fada Tanggal —— &
27 Ramachan 1424 H |

. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN AGEH TAMIANG

Dre. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.l

Hip. 010 055 253

EMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2‘]03 NOMGR 13
BERI C
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